Menimbang :

Mengingat

BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 15 T4HUN 2007

TENTANG

TATA LAKSANA PELAYANAN PERIJINAN DI KANTOR
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI

M

BUPATI PATI,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di
Kabupaten Pati khususnya pelayanan di bidang perijinan dipandang
perlu menerapkan sistem pelayanan perijinan satu pintu (one stop
service);

bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sistem peiayanan perijinan

satu pintu (one stop service) di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kabupaten Pati periu adanya penyederhanaan prosedur, mekanisme
dan tata iaksana pelayanan perijinan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana asmaksua daiam
huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Laksana Peiayanan Perijinan di Kantor Peiayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Pati; ’

. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita

Negara Tanggai 8§ Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Dafiar

Perusahaan (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1982
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor
3214);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Keci
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3611);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 t{entang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewsenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Uniuk Kepentingan Umum;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara
dan Syarat-syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan Cleh Organisasi
Sosial;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Ketentuan Peiasksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara Nomor
63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Pelayanan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang
Pajak Rekiame (L.embaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 1998
Nomor 19 Seri A Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 1999 fentang
Retribusi liin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 1999 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Pati Tahun 1999 Nomor 12);



14.

16.

18.

i9.

. Peraturan Daergh Kabupaten Daerah Tingkat {i Pati Nomor 5

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Retribusi liin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pa#i Tahun
1998 Nomor 15):

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 1989 tentang

Retribusi fjin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 1299 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati
(Lembaran Dazerah Kabupaten Pati Tahun 2000 Nomor 91)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 21 Tahun 2002 tenteng Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Paii Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Crganisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 87 Seri D);

Tahun
1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C;
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2002 fentang
Usaha Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (Lembaran
Dasrah Kabupaten Pati Tahun 2002 Nomor 44 Seri E);
Feraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Retribusi Felayanan Adminisirasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pati

- o

Tahun 2002 Nomor 45 Seri C);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2003 tentang

Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomor
20 Seri E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2003 tentang ijin

industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 Nomeor 8
Seri A):

. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Retribusi ljin Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003
Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PELAYANAN
PERIJINAN Di KANTOR PELAYANAN PERIJINAN ?ERPADU
KABUPATEN PATI.



BAE |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adaiah Kabupaten Pati.

Bupati adalah Bupati Pati.

Tata laksana pelavanan Perijinan Satu Pintu adalah mekanisme,
persvaratan, biava dan jangka wakiu penyelesaian pengurusan
pelavanan perijinan vang diselenggarakan pada satu tempat meliputi
berbagai jenis layanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani
melalui satu pintu.

A N

4. Kantor Pelavanan Perijinan Terpadu‘ adaiah Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Fati.
BAR I
TATA LAKSANA PELAYANAN PERIJINAN SATHIPINTU

Pasal 2

Tata laksana pelayanan perijinan saiu pintu di Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu meliputi

liin Lokasi;

liin Mendirikan Bangunan (IMB);

Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP);

Surat ljin Penambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (SIPD);
Tanda Daftar Industri (TDD;

liin Usaha industri (iUl);

Tanda Daftar Gudang (TDG);

Tanda Daftar Perusahaan (TDP),

ljin Penggilingan Padi, Huller dan Penyoschan Beras;

. {jin Penggunaan Alun-aiun;
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. liin Gangguan;

-
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. ljin Pengumpuian Dana;

. ljin Melewati Jalan Terlarang (IMJT);
. ijin Menutup Jailan;

. liin Rekiame; dan

jiin Pendirian Tempat ibadah
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BAB Iii
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Pasai 3

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati berwenang dan
berkewajiban untuk mengeiola pelayanan perijinan meliputi :

a.
b.

memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan;
memberikan  informasi  vang  diperiukan masyarakat dan
melaksanakan sosialisasi keberadaan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu;
mengeloia berkas-berkas perijinan:
mengkoordinir pemeriksaan lapangan bagi jenis-jenis perijinan
tertentu yang memeriukan pemeriksaan iapangan;
membuat berita acara pemeriksaan vang ditandatangani Tim Teknis
Perijinan Kabupaten Pati dan pemohon vyang berisi tfentang
penerimaan/penoiakan perijinan disertai dengan aiasan penolakan,
serta memberi data hasil survey sebagai bahan menetapkan
besarnya retribusi bagi yang diterima;
menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) rangkap 2 (dua) vang salah satu
salinannya diserahkan kepada pemohon sebagai dokumen untuk
membayar ke kasir (bendahara penerimaan) guna penyetoran ke kas
daerah;
melaporkan jenis jumiah dan retribusi perijinan yang diterbitkan
kepada dinas terkait setiap buian:
mencetak dokumen yang berhubungan dengan perijinan;
menandatangani ijin yang dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu;
menindakianjuti pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan
pelayanan perijinan yang dikeioia Kantor Peiayanan Perijinan
Terpadu; dan
lain-lain yang berkaitan dengan perijinan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN
Pasai 4

(1) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu bertanggung jawab

atas sebagian kewenangan vang dilimpahkan kepadanya.



(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oieh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.

BAB V
PERSYARATAN DAN MEKANISME
Pasal 5

Persyaratan dan mekanisme pelayanan perijinan melaiui sistem
pelayanan perijinan satu pintu (one stop service) di Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam
Lampiran |, Lampiran il dan Lampiran lii vang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB Vi

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perijinan
dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawas Perijinan Kabupaten —
Pati.

BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP
Pasai 7

Peraturan ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pati.
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Mei 2007
BUPATI PATI,
TASIMAN - o
Diundangkan di Pati PENELILIAN |

PERATRAY.
bEKRETARib DAI:RAH KABUPATEN PATI

J Vi I »‘ N ,1;}77;/
i s |

SRl MERDiITOMO = il
BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN

pada tanggal 2 Mei 2007 ‘ BERDA / KERUFUSAN BUPATI |
|
|

IARATAN




LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI PATI
- NOMOR..15...TAHUN...20017...
TENTANG TATA LAKSANA
PELAYANAN PERIJINAN Di

KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PATI.

PERSYARATAN PERIJINAN
DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN PATI

ijin Lokasi
Persyaratan :

g.

- 0 0 o0 T W

mengajukan permohonan;

foto copy KTP;

foto copy pemilikan tanah;

foto copy Akta Pendirian Perusahaan yang disahkan sebagai Badan Hukum;
melampirkan gambar sketsa tanah;

surat pernyataan kesanggupan akan ganti rugi atau menyediakan tempat
penampungan bagi pemiiik tanah yang terkena proyek (bermeterai Rp. 6000,-); dan
uraian rencana/proposai yang akan dibangun.

ijin Mendirikan Bangunan {IMB)
Persyaratan :

a.
b.

Sa ™ o a

foto copy KTP;

foto copy hak kepemilikan tanah/sertifikat tanah;

surat pemyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabiia membangun di tanah
orang lain diketahui Kepala Desa/iKeiurahan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,-;
gambar konstruksi lengkap:

bangunan usaha dilengkapi ijin gangguan dan ijin lokasi;

bangunan bertingkat dilengkapi perhitungan konstruksi beton;

untuk bangunan usaha dilengkapi UKL/UPL;

masing-masing persyaratan rangkap 2 {dua); dan

semua persyaratan iengkap, formuiir iMB dilegaiisir Kecamatan setempat sesuai iokasi
bangunan.

Surat ljin Usaha Perdagangan (SiUF)
Persyaratan :

a.

Perseroan Terbatas (PT)
1. foto copy Aiie Pendirian Perusahaan;
2. foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum;

W

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/ Direkiur Utamna/ Fenanggung
Jawab Perusahaan;

copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWF) Perusahaan;

copy ijin Gangguan (apabila dipersyaratkan HO); dan

neraca Awal Perusahaan.

o o oA



b. Koperasi

1. copy Akie Pendirian Koperasi yang teiah mendapatkan pengesahan dari instansi
berwenang;

copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/ Penanggung Jawab roperasi,

copy Nomor Pokok Waijib Pajak (NPWP) Perusahaan;

copy ljin Gangguan (apabila dipersyaratkan HO): dan

neraca awal Koperasi.

Perusahaan Persekutuan

1. copy Akie Pendirian Ferusahaan/Akia Notaris yang telah didaftarkan pada
Pengadilan Negeri;

copy Kartu Penduduk (KTP) Pemilik/ Penanggung jawab Perusahaan;

copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;

copy ljin Gangguan (apabila dipersyaratkan HO); dan

neraca awal Perusahaan.

Perusahaan Perseorangan

1. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemiiik/ Penanggung jawab Perusahaan;

copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP) Perusahaan:

oo W N

O oh W N

W N

copy ljin gangguan (apabiia dipersyaratkan HO); dan
4. surat pengantar dari Desa diketahui Kecamatan.

Surat ijin Penambangan Daerah Bahan Gailan Golongan C {SiPD)
Persyaratan :

Surat permohonan bermeteral yang ditujukan kepada Bupati dengan dilampiri ;

a

salinan Akte Pendirian yang teiah disahkan oieh Menteri Kehakiman bagi Perseroan
Terbatas;

salinan Akte Pendirian Perusahaan yang teiah didaftarkan pada register kepaniteraan
pada Pengadiian Negeri setempat bagi Persekutuan Komanditer (CV) dan Fimma;
saiinan Akte Pendirian Koperasi yang teiah didaftarkan pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, dan Kantor Koperasi setempat bagi Koperasi;

d. surat keterangan referensi dari Bank Pemerintah;

h.

.
i

surat pemyataan teleh mendirikan Kantor Cabang di Pati bagi pemohon ijin yang
berdomisili di luar Kabupaten Pati:

peta situasi dan/ atau peta topografi wilayah pertambangan dan sekitamya yang
dimohorkan SIPD;

permohonan dari tenaga teinik/ahii pertambangan bermaterai cukup dilampiri dengan
daftar riwayat hidup, safinan KTP dan salinan ijasah terakhir;

rencana kerja ekspiorasi dar/ atau ekspioitasi;

saiinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

surat pernyataan kesanggupan memberikan jaminan ekspiorasi bermaterai cukup.

Tanda Daftar industri (TDI)
Persyaratan :

a.

Perusahaan industri dengan nilai investasi Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-
(tidak termasuk tanah dan bangunan); ,
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surat permohonan kepada Bupati;

copy Kariu tanda Penduduk (KTP) Pemiiik / Penanggung jawab / Direkiur;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang memiiiki;

copy Akie Pendirian Perusahaan bagi yang berbeniuk badan yang disahkan oleh
Pejabat yang berwenang,

copy izin Gangguan bagi yang wajib memiliki;

SPPL, copy dokumen UKL/ UPL atau AMDAL bagi Perusahaan industri yang wajib
memiliki sesuai Peraturan Perundang-undangan yang beriaku; dan

copy izin Pemakaian Air Bawah Tanah bagi perusahaan yang menggunakan air bawah

tanah.

ijin Usaha industri {(iUi)
Persyaratan :

a

© ™ o o o o

P

Perusahaan industri yang nilai investasinya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk niiai tanah dan bangunan;

surai permohonan bermeterai yang ditujukan kepada Bupati;

copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (PemilikiPenanggungjawab/ Direkiur);
copy izin Gangguan;

copy Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan olen Pejabat yang berwenang;

copy Nomor Pokok Wajib Pajai (NPWP),

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang beriaku; dan

copy izin Pemakaian Air Bawah Tanah bagi perusahaan yang menggunakan air bawah
tanah.

Tanda Daftar Gudang (TDG)
Persyaratan .

- o 0 0 T e

g.

foto copy surat ijin usaha perdagangan (SIUP};

folo copy tanda daftar perusahaan;,

foto copy KTP pemilik/ penanggung jawab gudang yang masih beriaku,

foto copy Nomor Pokok Wajib Fajak (NFWP) perusahaan;

foto copy ijin gangguan;

perianjian pemakaian/ pemanfaatan gudang bagi pengusaha vang menyewa/
memanfaatkan gudang pihak lain; dan

peta/ denah gudang.

Tanda Daftar Perusahaan (TDF)

Persyaratan :

a.

™o 0 0w

Perusahaan industri dengan nilai investasi Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-
{tidak termasuk tanah dan bangunan),

surat permohonan bermeterai yang diajukan kepada Bupati Pati;

foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTFP) pemilik / penanggung jawab;

foto copy Akie Pendirian Perusahaan;

38T ot o e o sy oo e s

ijin gangguan,

NPWP;
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g. SPPL, dokumen UKL/ UPL atau AMDAL ; dan

n. foto copy ijin Pemakaian Air Bawah Tanah bagi perusahaan yang menggunakan air
bawan tanah.

ljin Penggilingan Padi, Huiler dan Penyosohan Beras

Persyaratan :

a. foto copy ijin gangguan rangkap 4 {empat);

b. foto copy KTP rangkap 4 (empat); dan

c. dafa mesin dan kapasitas mesin.

ijin Penggunaan Alun-aitin

Persyaratan :

a. mengajukan proposai dan mengajukan permohonan; dan

D. surat keterangan dari Diskimpras yang berkaitan dengan kebersinan.

ijin Gangguan

Persyaratan :

a. surat permehonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); |

c. akie pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbentuk Badan Hukum;

gambar lokasi/denah tempat usaha;

foto copy ijin Mendirikan Bangunan;

surat pemyataan tidak keberatan dari para tetangga diketahui Kepala Desa/ Kepaia

Keiurahan dan Camat; dan

-~ o a

g. foto copy Sertifikat Tanah atau bukti peroiehan tanah iainnya yang sah.

ijin Pengumpuian Dana

Persyaratan :

Surat Permohonan dilampiri Proposal Kegiatan yang memuat

a. untuk pertunjukan; danfatau

b. untuk pembangunan masjid/ pondok pesantren, PMi.

ijin Meiewati Jalan Teriarang {iMJT)

Persyaratan :

Surat permehonan bemmaterai vang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan :

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

ijin Menutup Jaian

Persyaraian :

Surat permchonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati vang dilengkapi dengan

gambar jaian yang akan ditulup den jalan altematifnya.

ijin Reklaime

Persyaratan :

Surat permohaonan bermaterai yang ditujukan kepada Bupati dengan meilampirkan :

a. foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah
(SKRD) dari Kantor Pendapatan Daeran (Kanpenda);

b. meiampirkan gambar rekiame yang akan dipasang; dan
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c. melampirkan gambar lokasi pemasangan.

ijin Pendirian Tempat ibadah

Persyaratan :

Permohonan bermeterai kepada Bupati dilampir :

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit
90 (sembilan puiuh) orang yang disahkan oleh Pejabat setempat sesuai dengan tingkat
batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Propinsi;

D. dukungan masyaraikat setempat paiing sedikit 60 (enam puiunh) orang yang disahkan
oleh Lurah/Kepaia Desa,

¢. rekomendasi tertuiis dari Kepaia Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan
rekomendasi teriulis FKUB Kabupaten/Kota.
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LAMPIRAN i

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR..15 . TAHUN..2007.....
TENTANG TATA LAKSANA
PELAYANAN PERIJINAN Di
KANTOR PELAYANAN
PERIJINAN KABUPATEN PATI.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Lama Proses

No. Jenis Pelayanan Sebelum Sesudah Keterangan
0ss 0ss
1. | ljin Lokasi 12 haii 12 hari
2. | ljin Mendirikan Bangunan (IMB} 12 hari 12 hari
3. | Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) 7 hari 3 hari
4. | Surat liin Penambangan Daerah Bahan 14 hari 7 hari
Galian Golongan C (SIPD)
5. | Tanda Daftar Industri (TO1) 14 harl 7 hari
6. | ljin Usaha Industri (1Ui) 14 hari 7 hari
7. | Tanda Daftar Gudang (TDG) 7 hari 3 hari
8. | Tanda Daftar Perusahaan (TOP) 7 hari 3 hari
9, | ljin Penggilingan Padi, Huller dan 3 hari 3 heri
Psnyosohan Beias
10. | ljin Penggunaan Alun-aiun 7 hari 3 hari
11. | ljin Gangguan 30 hari 2 hari
12. | liin Pengumpulan Dana 2 hari 2 hari
13. | ljin Melewati Jalan Terlarang (IMJT) 1 hari 1 hari
14. | ljin Menutup Jaian 1 hart 1 hail
15. | ljin Rekiame 3 hari 1 hari | Spanduk, umbui-umbul, layar toko, stiker.
30 hari 12 hari | Baliho/Billboard, Megatron
16. | ljin Pendirian Tempat lbadah 14 hari 14 hari
FRELITIAN %
—‘W / %m BUPATI :1
ADATAN | PARAF |

K

UNIT PALAGANA ! K{’!.PT.

e ————————.

BUPATI PATI,

’
[\7_-#‘/

TASIMAN




LAMPIRAN il . PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR. 15, TAHUN..2007....
TENTANG TATA LAKSANA

PELAYANAN PERIJINAN Di

KANTOR PELAYANAN
FPERIJINAN KABUPATEN
PATI.

MEKANISVE PELAYANAN PERIJINAN
DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN PATI

> INFORMAS! /
FRONT OFFICE

L
PELAYANAN
PERIJINAN

JE

PROSES
PERIJINAN
I 4

:

PENDATAAN

PERIJINAN

5

WU S
PEMBAYARAN

> RETRIBUSI

€
prid
o

L 4

| 02]

Keterangan :

1.

2.

.\:.o-»

Pemahon {jin meminta informasi dan mengambil blanko ijin di Bagian Informasi atau FO
{Front Offics).

Penyampaian berkas permonhonan ke Bagian Pelayanan lewat ioket pelayanan untuk
diperiksa, berkas yang kurang lengkapitidak benar dikembalikan, dan untuk berkas yang
lengkap/benar dengan bukti tanda terima.

Selanjuinya berkas disampaikan ke Bagian Pemrosesan Ijin untuk dikoordinasikan dengan
Tim Teknis, iiin yang terstruidur diadakan pemeriksaan lapangan/dirapatkan, sedangkan ijin
vang tidak terstruktur langsung diproses.

Berkas mn yang d:sezu,us dan diterbitkan keputusan {jin atau sertifikat, ijin diserahkan ke
Bagian Pendataan untuk didata/Eniry Daia.

Keputusan ijin/sertifikat ijin vang sudah ditetapkan pajak/retribusi, Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diserahkan ke Bagian
Kasir/Pembayaran.

Pemohon membayar pajai / retribusi ijin di Bagian Pembayaran { Kasir.

F’emohon mengambil keputusan ijin atau sertifikat ijin di Bagian Informasi / FO (Front Office)

“‘;f“ imjm?fzam bukti pembayaran.
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